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ABSTRAK

Upaya penegakan hukum disiplin dan Kode Etik Kepolisian terutama Anggota
Pelayanan Markas (Yanma) Kepolisisan Daerah Sumatera Selatan yang merupakan
bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berfungsi sebagai unsur
pelayanan yang bertugas melakukan pembinaan dan pelayanan umum di markas. sangat
dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya
profesionalisme Polri.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap
Anggota Pelayanan Markas (Yanma ) dalam melakukan pelanggaran kode etik profesi
Polri di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan apakah faktor-faktor penyebab
terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota Pelayanan Markas

Jenis penelitian dalam skripsi ini m akan Penelitian ini adalah penefitian
yuridis—normatif didukung (Wﬁrzﬁ?eﬂelitim hukum normatifyaitu
~ penelitian yang dilakukan atau ‘untuk mengkaji isi peraturan-peraturan yang
~tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya

A Adnpun kesimpuan dari jawaban permasalahan ini adalah Penegakan hukum

thadap anggota Brimob yanng melanggar kode etik terdapat dalam sankai W
1, sanksi pelanggaran kode etik polri diatur dalam Pasal 21 Perkapolri No. 14
anu TmKndeEﬁkmeesiKepohsianNcngmm don

comendasi kepada Pemerintah perlu mengupayakan untuk meni
w fungsi pengawasan terhadap b
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BAB IV
PFENUTUP

A, Kesimpulan

I, Penegakan Hukum Terhadap Anggota Pelayanan Markas (Yanma)

Dabam Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di Kepolisian
Daerah Sumatera Selatan

Penegakan hukum terhadap anggota Brimob yanng melanggar kode etik

terdapat

dalam sanksi yang diterapkan, sanksi pelanggaran kode etik polri

diatur dalam Pasal 21 Perkapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada yang berbunyi :

Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;

b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan

Sidang KKEP Dan/atau secara tertulis kepada pimpinan kepada
pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;

Kewajiban  Pelanggar untuk mengikuti  pembinaan mental
Kepribadian kejiwaan, Keagamanaan dan pengetahuan profesi,
sekurang-kurangnya | (satu) minggu dan paling lama I(satu) bulan;
Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi
sekurang-kurangnya | (satu) tahun;

Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-
kurangnya 1 (satu) tahun;

Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahu; dan/atau

dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi

sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
PTDH sebagai anggota Polri.

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b,

huruf ¢,yaitu perbuatan tercela, permintaan maaf dan kewajiban mengikuti
pembinaan bersifat mengikat sejak diteapkan dalam Sidang KKEP, Sanksi
sebagaimana dimaksud dalam 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g,
pomindahan tugas dan pemberhentian, bersifat mengikat sejak keputusan
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ditetapkan oleh pejabat Polri yang berwenang, Pelanggar yang dikenakan

sanksi pemindahan tugas dan pemberhentian, berhak mengajukan banding

kepada Komisi Banding melalyi atasan Ankum sesuai dengan tingkatannya

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat

keputusan KKEP.Selain diatur dalam peraturan kode etik profesi Polri PP No 2

tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin

- Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Oleh
Anggota Pelayanan Markas

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran Kode Etik Anggota
Pelayanan Markas di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan antara lain :
1) Faktof Ekonomi
a. penghasilan kurang mencukupi kenutuhan hidup yang wajar,
b. kebutuhan hidup yang mendesak,
¢. gaya hidup konsumtif dan materialistis, tak dipungkiri, pola hidup
seperti ini menghinggapi sebagian besar penduduk bumi. Dibenaknya
yang terpikir hanya uang,
d. rendahnya gaji PNS,
e. sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak
halal.
2). Faktor Hukum dan Politik
Selain terlepasnya keadilan sebagai sukma hukum yang bersumber dari
moral dan etika, masalah lain yang dihadapi adalah hubungan antara

hukum dan politik sebagai dua subsistcm kemasyarakatan.
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